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PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR :   33   TAHUN 2014kk 

 

TENTANG 

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual, maka Bab VI Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009tentang Sistem 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sampang perlu dilakukan perubahan dan diatur 

tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi 

pengelolaan keuangandaerah, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Sampang; 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5049);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

5165);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2009 Nomor 29).  

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 

30) 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  

 

Pasal 1  

 

SistemAkuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang secara terinci tercantum 

dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 2 

 

Pelaksanaan implementasi sistemakuntansi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 mulai pada Tahun anggaran 2015. 
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Pasal 3 

 

Pada saat Peraturan Bupatiini mulai berlaku, maka maka Bab VI Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Sampangdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di : Sampang  

pada tanggal :   5   Agustus 2014  

 

BUPATI SAMPANG 

 

 

A. FANNAN HASIB  

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 5  Agustus 2014  

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG  

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, MSi 
Pembina Tingkat I 

           NIP.19610114 198603 1 008 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR: 33 

 


